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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya
sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.
Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah.

Materi laporan ini menguraikan tentang program dan kegiatan yang diselenggarakan serta
sasaran yang telah dicapai oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2022. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen
kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan
outcome yang dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Secara
garis besar kami telah dapat memenuhi target capaian kinerja yang telah ditetapkan.
Capaian kinerja inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022.

Demikian laporan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 31 Januari 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Ketua
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik
ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk
membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan
rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang
diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam
rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip
atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk
berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita
masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses
politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah,
demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari
pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk
mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu)
merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan
bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan
wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Bawaslu termasuk diantaranya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan,
melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya secara

berjenjang. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah




IP).

Dalam LKIP, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan

penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawasu Provinsi Nusa Tenggara
Barat selama tahun anggaran 2022 kepada Bawaslu RI. Capaian kinerja
(performance result) tahun 2022 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja
(performance agreement) tahun 2022 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat
keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
selama 1 (satu) tahun.

1.2 Mandat

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih
Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu.
Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan
pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan
rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena
diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu
yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga
Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan
meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982
dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu
dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak
Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga
Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementrian
Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur
menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang
kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu

dibentuk sebuah lembaga ad-hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU.
Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya




uah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Setelah 14 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan
kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu
itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah

berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen.

1.2.1 Visi dan Misi

Pada tahun 2017, terjadi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan
mempengaruhi arah perjalanan kelembagaan Bawaslu mendatang, yakni
ditetapkannya peraturan perundang- undangan tentang pemilihan umum,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pengganti atas beberapa
peraturan  perundang-undangan tentang Pemilu sebelumnya, serta
ditetapkannya Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2017-2022. Kehadiran
peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu membawa
beberapa perubahan fundamental. Di sisi lain, kehadiran kepemimpinan baru di
Bawaslu juga membawa beberapa pemikiran untuk meningkatkan dan
mempertajam arah pembangunan kelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karena
itu, diperlukan penyesuaian atas rencana strategis Bawaslu guna
mengakomodasi perubahan fundamental tersebut. Dalam rangka penyesuaian
tersebut, maka ditetapkan Visi Bawaslu 2020- 2024 sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”
Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa.
Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan
aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang
mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang
demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya
pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik
dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders). Pemilu
dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta
diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu,
dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga

yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi




yelenggaraan Pemilu. Terpercaya diartikan melakukan pengawasan,

penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara
profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif
sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis,

sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan
dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi
Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif

serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasanpartisipatif;

2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian

sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan
terintegrasi

4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja

pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu
terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur
Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui
penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi
informasi sesuai dengan prinsip tata- pemerintahan yang baik dan bersih.

1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari

Bawaslu:

1.3.1 Kedudukan Bawaslu
Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat

tetap.




.2 Tugas Bawaslu

Pada pasal 93 menyebutkan Bawaslu bertugas:
a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk
pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
* Pelanggaran Pemilu; dan
* Sengketa proses Pemilu;
c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
* Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
* Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
» Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
+ Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri
atas:
* Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara
serta daftar pemilih tetap;
* Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
* Penetapan Peserta Pemilu
* Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota
DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
* Pelaksanaan dan dana kampanye;
* Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya,;
* Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di
TPS;
* Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat
hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
* Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
* Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan




* Penetapan hasil Pemilu;

e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
* Putusan DKPP;
« Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
* Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
kabupaten/Kota;
+ Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
* keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur
sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
kepada DKPP;
I.  Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
j- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta
melaksanakanpenyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
|.  Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan
sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b,
Bawaslu bertugas:

a. mengidentilikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran

Pemilu;




mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan

mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;

c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;

b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;

c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak
pidana Pemilu,dan

d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu;

c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;

d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan

e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

1.3.3 Wewenang Bawaslu
Wewenang Bawaslu sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017, sebagai berikut:

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;

b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;

c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;

d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus
penyelesaian sengketa proses Pemilu;

e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil

pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota




Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik

Indonesia;

f.  Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajibanBawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat
dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam
rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi,
pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa
proses Pemilu;

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

i.  Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;

j-  Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi,
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota PanwasluLN; dan

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

1.3.4 Kewajiban Bawaslu
Kewajiban Bawaslu sebagaimana Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 menyebutkan:

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR
sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan
kebutuhan;

d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;




dan

e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

1.4 Struktur Organisasi

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang sudah diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2021. Perbawaslu 01
Tahun 2021 tersebut mengatur tentang tata kerja dari Bawaslu tingkat
Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Kecamatan.

Bawaslu Provinsi NTB dalam menjalankan tugas dan fungsinya
didukung oleh Pegawai PNS Organik, PNS Penugasan dari Lingkup
Pemprov/Pemda, sedangkan dari unsur non PNS yaitu Staf Pelaksana
Teknis PPNPN dan Staf Pendukung.

1.4.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan

Pengawas Tempat Pemungutan Suara, maka Struktur Organisasi Bawaslu




vinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat sebagai berikut:

Ketua/Anggota
Bawaslu

Kepala
Sekretariat

Kelompok
Jabatan

Kepala Bagian Kepala Bagian
Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran,
Humas Sengketa dan Hukum

Kepala Bagian

Administrasi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Tabel 1.1 Komposisi Jumlah Pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi NTB:

No Jabatan Struktural/Jabatan Jumlah
Fungsional
1. Eselon Il Non Kepala Kantor (Ketua dan 5 Orang
Anggota)
2. Eselon Il Kepala Kantor (Kepala 1 Orang

Sekretariat)

Eselon Il (Kepala Bagian) 3 Orang
Jabatan Fungsional APKAPBN Ahli 1 Orang
Muda
5 Jabatan Fungsional PKAPBN Terampil 3 Orang
6. Jabatan Fungsional Pengelola Barang 1 Orang

dan Jasa Ahli Pertama
7. Staf Pelaksana PNS 15 Orang
8. Staf Pelaksana Teknis PPNPN 21 Orang
9. Staf Pendukung 12 Orang




Ketua dan Anggota Bawaslu NTB

Berikut adalah informasi terkait Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi NTB
masa Jabatan 2017-2022:

e Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH (Ketua)

Ketua sekaligus Koordinator yang membidangi divisi
Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, telah
menjabat dua periode sebagai Komisioner Bawaslu
Provinsi NTB.

e Umar Achmad Seth, SH., MH (Anggota)
( Anggota sekaligus Koordinator yang membidangi

Divisi Penanganan Pelanggaran.

Pacindaian aienaecen

e ltratip, ST., MT (Anggota)

Anggota sekaligus Koordinator yang membidangi Divisi
Sumber Daya Manusia. Terpilih Kembali menjadi
Komisioner Bawaslu NTB periode 2022-2027.

SO ien Broanian

e Suhardi, S.IP., MH (Anggota) — masa jabatan 2018-2023
Anggota sekaligus Koordinator yang membidangi
n Divisi Hukum Humas Datin, mencalonkan diri dan
lolos menjadi Komisioner Bawaslu NTB periode
2022-2027.




DR. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.PT., MP (Anggota) — masa jabatan 2018-

2023

Satu-satunya  Anggota  Perempuan  sekaligus
Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu.

Ponaara Bevgs

Dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Bawaslu NTB periode 2017-
2022 dan dengan diaturnya Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pola Hubungan. Berikut ini adalah susunan Ketua dan Anggota
Bawaslu Provinsi NTB periode 2022-2027

Itratip, ST., MT (Ketua)
Itratip menjabat kembali menjadi komisioner Bawaslu
NTB periode 2022-2027 sebagai Ketua.

Suhardi, S.IP., MH (Anggota)
Anggota Bawaslu NTB sekaligus koordinator divisi

Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

Hasan Basri, S.Pd,| (Anggota)

Anggota Bawaslu NTB sekaligus koordinator divisi
Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas,
sebelumnya menjabat menjadi Ketua Bawaslu Kota
Mataram.

AN




e DR. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.PT., MP (Anggota) — masa jabatan 2018-
2023

manar — Anggota Bawaslu NTB sekaligus koordinator divisi

~— Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan

Pelatihan.

e Syaifuddin, SH (Anggota) — PAW masa jabatan 2018-2023
vty Anggota Bawaslu NTB sekaligus koordinator divisi

~WILAN Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Sebelumnya

o CTAB!  bekerja sebagai Anggota KPU Kota Mataram.

Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB dijabat oleh
Lalu Ahmad Yani, SKM., M.Kes yang mempunyai tugas
memberikan dukungan administratif dan operasional

kepada Bawaslu NTB.

B oxtrt N

Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya,
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dibantu oleh
3 (tiga) Kepala Bagian, sebagai berikut:

1. Bagian Administrasi

Kepala Bagian Administrasi dijabat oleh Lalu Rizizvan
Aristta AP, mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi dan koordinasi pelaksanaan

pengawasan internal.




Bagian Pengawas Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan
Masyarakat dijabat oleh Ida Ayu Wayan Manik
Kurniawati, S.STP., MH mempunyai tugas

melaksanakan urusan penyiapan pencegahan
pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan
antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu,
pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data

informasi.

3. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu dan Hukum

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran,

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum

dijabat oleh Ahmad Darmawan, S.STP., MH,

mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan

pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan
pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta

urusan hukum di provinsi.

1.5 Peran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan
dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka
tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu,

memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;

2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran

pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang

berkualitas;




Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang

terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional

dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana
tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024. Arah kebijakan
dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengambil peran
strategis, sebagai berikut:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilu, melalui:

a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan

penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;

b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam
pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses

Pemilu;

c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan,

penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan

penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;

e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan

terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;

f.  Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik,
pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses
Pemilu (Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia

internasional);

g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja
kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa

proses Pemilu; dan




h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para

pemangku kepentingan Pemilu.

2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan
Pengawas Pemilu, melalui:
a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam

rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

1.6 Tantangan dan Isu

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019 dan
Pemilihan Serentak 2020, memperlihatkan beberapa permasalahan yang
menonjol, baik pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir,
maupun pada aspek teknis tata kelola pemilu dan pemilihan yang perlu dibenahi.

Salah satu permasalahan paling menonjol di Pemilu 2019 yakni banyaknya
penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Desain keserentakan waktu pemilu
di 2019 bagi penyelenggara pemilu memberikan beban kerja yang terlampau
berat dan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan tahapannya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu melihat beberapa tantangan
dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil
kebijkan nasional terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
Serentak 2024, antara lain:
1. Pendefinisian Kampanye dan Sosialisasi

Perlu adanya regulasi yang mengatur Batasan antara kampanye dan
sosialisasi di sela waktu antara penetapan partai politik dan waktu kampanye
2. Perubahan Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemilu

Terdapat beberapa putusan MK dan perubahan peraturan yang dilakukan

pada saat tahapan sedang berlangsung sehingga hal tersebut menjadi salah satu
tantangan bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan

wewenang.




3. Aksesibilitas Terhadap Sistem
Bawaslu mendukung adanya program digitalisasi dalam pelaksanaan
pemilu. Namun pada pelaksanaannya Bawaslu mengalami kendala dalam
melakukan pengawasan terutama pada tahapan yang didukung dengan sistem.
Hal ini disebabkan adanya pembatasan terhadap data.
4. Perekrutan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu
Pelaksanaan rekrutmen komisioner yang dilaksanakan pada saat tahapan
sedang berlangsung dan waktu untuk melakukan bimbingan teknis yang
bertepatan dengan waktu tahapan yang menjadi salah satu kendala, serta
kendala pemenuhan persyaratan tes Kesehatan jasmani, rohani, dan narkoba
bagi penyelenggara ad hoc.
5. Penghapusan Tenaga Honorer Bawaslu
Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai
tanggal 28 November 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB)
Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, hal ini akan mengganggu
proses pelaksanaan pengawasan tahapan mengingat peran dan jumlah pegawai
Bawaslu sebagian besar merupakan tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari

5 (lima) tahun




BAB I

PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Sasaran Strategi Bawaslu
Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2021-

2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan
pengawasan pemilu dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat
dalam pengawasan pemilu partisipatif;

2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian
sengketa proses pemilu;

3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang
berkualitas;

4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif,
transparan, dan aksesibel;

5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan

sesuai dengan prinsip data pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Sasaran Strategis Bawaslu pada periode 2021-2024 diatas,
maka dengan itu, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat Perjanjian
Kinerja Tahun 2022 untuk dapat mencapai target yang menjadi Sasaran
Strategis Bawaslu. Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2022 sebagai berikut:




Meningkatnya
ketepatan dan
kesesuaian
kegiatan
pencegahan
dan
pengawasan
pemilu, serta
peran serta
masyarakat
dalam
pengawasan
pemilu
partisipatif
Meningkatnya
kualitas
penindakan
pelanggaran
pemilu dan
penyelesaian
sengketa
proses

pemilu

Terwujudnya
kajian dan
produk hukum
serta layanan
bantuan
hukum yang
berkualitas
Terwujudnya
kajian dan
produk hukum
serta layanan
bantuan
hukum yang
berkualitas

Indikator Sasaran

Strateqi
3

Indeks Demokrasi
Indonesia (Aspek
Hak-hak Politik
Variabel Hak memilih
dan dipilih Indikator
Hak memilih dan
dipilih terhambat serta
ketiadaan/kekurangan
fasilitas sehingga
penyandang cacat
tidak dapat
menggunakan hak

pilih)

Indeks Demokrasi
Indonesia (Aspek
Lembaga Demokrasi
Variabel Pemilu yang
bebas dan adil
Indikator Netralitas
Penyelenggara Pemilu
dan Kekurangan
dalam perhitungan
suara)

Indeks Kepatuhan
Dalam Penyusunan
Produk Hukum

Kualifikasi
keterbukaan informasi
publik

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Bawaslu Prov NTB 2022

Target
Kinerj
4
82,5

73,35

Sedang

Informati
f

Satuan

5
Nilai

Nilai

Predikat

Predikat

Formula

6
Daftar
Indeks
Demokrasi
Indonesia

Daftar
Indeks
Demokrasi
Indonesia

Penilaian
oleh pihak
ke-3

Berdasarka
n hasil
perhitungan
Peraturan
Komisi
Informasi
Nomor 5
Tahun
2016
tentang



Terbangunnya
sistem
teknologi
informasi yang
terintegrasi,
efektif,
transparan,
aksesibel

Meningkatnya
kualitas SDM
dan

tata kelola
organisasi
yang
professional
dan

sesuai dengan
prinsip tata
pemerintahan
yang baik,
bersih

dan modern

Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBE)

Nilai Evaluasi
Reformasi Birokrasi

2,2

70

Skala

Nilai

Metode dan
Teknik
Keterbukaa
n Informasi
Publik
Berdasarka
n Perpres
95

tahun 2018
tentang
SPBE,
Permenpan
RB No.5
Tahun
2018

Hasil
Evaluasi
RB dari
Kementrian
PAN RB




Tabel 2.2 Kegiatan Bawaslu Provinsi NTB 2022

PROGRAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1 PENGAWASAN INDEKS DEMOKRASI Audiensi rangka
PENYELENGGARAA INDONESIA kerja sama dengan
N PEMILU DALAM (ASPEK HAK-HAK POLITIK institusi pendidikan
PROSES VARIABEL MEMILIH DAN dalam bidang
KONSOLIDASI DIPILIH TERHAMBAT DAN  pendidikan politik,
DEMOKRASI KETIADAAN/KEKURANGA  penelitian serta
N FASILITAS SEBAGAI pengabdian
PENYANDANG CACAT masyarakat
TIDAK DAPAT Sosialisasi
MENGGUNAKAN HAK partisipatif dengan
PILIH) perguruan tinggi dan
penandatanganan
MoU pengawasan
partisipatif

Audiensi dengan
Pusat Pemilihan
Umum Akses
Disabilitas (PPUAD)
Prov NTB terkait
jaminan kesetaraan
hak politik dan
ruang partisipatif
bagi masyarakat
penyandang
disabilitas

Rapat koordinasi
identifikasi isu-isu
krusial tahapan dan
non tahapan pemilu
serentak tahun 2024
Audiensi dengan
Fisipol Univertsitas
Muhammadiyah
Mataram terkait
rencana kerja sama
dalam pengawasan
pemilu dan
pendidikan politik
Sosialisasi
penguatan
pengawasan
kepemiluan bagi
penyandang
disabilitas




Sosialisasi
pengawasan
partisipatif dengan
organisasi
keagamaan

Rapat pleno
persiapan
pelaksanaan
kegiatan sosialisasi
pengawasan
partisipatif dengan
organisasi
kepemudaan
Sosialisasi
pengawasan
partisipatif dengan
organisasi
kepemudaan
Audiensi dengan
Kesatuan Aksi
Mahasiswa Muslim
Indonesia (KAMMI)
terkait keterlibatan
KAMMI sebagai
penyelenggara
pemilu

Sosialisasi
pengawasan
partisipatif bersama
Persatuan Prangkat
Desa Indonesia
(PPDI) Prov NTB
Rapat pleno
persiapan
pengawasan dan
penanganan
pelanggaran
verifikasi partai
politik

Sosialisasi
pengawasan
partisipatif mitigasi
kerawanan dan
resiko tahapan
pemilu 2024
Penguatan
kapasitas jaringan
pengawas




partisipatif
Rapat koordinasi
penyusunan potensi
kerawanan verifikasi
calon peserta
pemilu tahun 2024
Audiensi dengan
PMII terkait telah
resminya PMII
tercatat sebagai
lembaga pemantau
pemilu

Audiensi dengan
Gerakan Mahasiswa
Kristen Indonesia
(GMKI) Cabang
Mataram terkait
pemantauan pemilu
tahun 2024
Audiensi dengan
Perludem terkait
tata kelola bantuan
keuangan negara
untuk partai politik
Audiensi dengan
DPM se-Unram
terkait mekanisme
pelaksanaan dan
pengawasan pemilu
Audiensi dengan
Komisi Informasi
NTB terkait
monitoring dan
evaluasi
keterbukaan
informasi publik
tahun 2022
Audiensi dengan
KMHDI NTB terkait
tindak lanjut
hubungan kerja
sama sebagai
pemantau pemilu
Audiensi dengan LS
Vinus terkait tindak
lanjut hubungan
kerja sama sebagai
pemantau pemilu




Rapat pleno
persiapan
pengawasan
tahapan verifikasi
faktual partai politik
Audiensi dengan
Netfid terkait tindak
lanjut hubungan
kerja sama sebagai
pemantau pemilu
Audiensi dengan
Komisi | DPRD
Provinsi Bali terkait
langkah bawaslu
menangani info
hoaks

Sosialisasi
pengawasan pemilu
partisipatif dengan
organisasi
masyarakat

Diskusi kelompok
terpumpun
identifikasi
kebutuhan pelatihan
dan materi
penguatan
kapasitas pengawas
pemilu ad hoc
Rapat koordinasi
teknis pengawasan
verifikasi calon
peserta pemilu
Audiensi dengan
TNI terkait netralitas
TNI dalam pemilu
Pengawasan
verifikasi faktual
kepengurusan di 9
partai politik se-NTB
Audiensi kapolda
ntb terkait kesiapan
bawaslu prov ntb
dalam pelaksanaan
pemilu tahun 2024
Rapat koordinasi
penyusunan IKP
pemilu dan



INDEKS DEMOKRASI

INDONESIA
(ASPEK LEMBAGA

DEMOKRASI INDONESIA
VARIABEL PEMILIH YANG

BEBAS DAN ADIL.

INDIKATOR NETRALITAS
PENYELENGGARAAN

PEMILU DAN

pemilihan serentak
2024
Silaturahmi ke
gubernur ntb terkait
kesiapan pemilu dan
pilkada serentak
tahun 2024
Sosialisasi
pengawasan pemilu
partisipatif di
lingkungan
pendidikan

Rapat koordinasi
penyusunan indeks
kerawanan pemilu
(IKP) tahun 2024
Deklarasi desa anti
politisasi SARA
Sosialisasi
pengawasan
partisipatif dengan
media massa dan
pengelolaan humas
Sosialisasi netralitas
ASN

Rapat koordinasi
pengawasan
tahapan
pemuktahiran data
dan penyusunan
daftar pemilih
pemilu tahun 2024
Deklarasi desa anti
politik uang
Audiensi dengan
KPID terkait
mengawasi
kampanye di media
elektronik

Diskusi metode
penyelesaian
sengketa dan
sosialisasi lomba
video kreatif
penyelesaian
sengketa pemilu
Rapat koordinasi
persiapan sarana



KECURANGAN DALAM
PERHITUNGAN SUARA)

dan prasarana serta
SDM untuk aplikasi
SIGAPLAPOR
rapat pembinaan
penanganan
pelanggaran pemilu
rapat workshop tata
cara pengelolaan
sistem informasi
penanganan
pelanggaran dan
pelaporan
(SIGAPLAPOR)
rapat persiapan
potensi pelanggaran
pada masa verifikasi
faktual perbaikan
rapat koordinasi
penanganan
pelanggaran pemilu
tahun 2024
Sosialisasi
penggunaan aplikasi
SIGAPLAPOR
Diskusi terkait
proses penanganan
pelanggaran pemilu,
sengketa dan
perselisihan hasil
pemilihan pasca
pemilu serentak
Rapat konsolidasi
persiapan
penyelesaian
sengketa proses
pada pemilu
serentak tahun 2024
Koordinasi dengan
Polda NTB terkait
persiapan
pembentukan sentra
gakkumdu dan
kesiapan kepolisian
dalam keamanan
proses pelaksanaan
pemilu serentak
2024

Sosialisasi



penyelesaian
sengketa proses
pemilu tahun 2024
Sosialisasi
pencegahan
sengketa proses
pemilu tahun 2024
Rapat koordinasi
sentra gakkumdu
Rapat koordinasi
penyelesaian
sengketa proses
pemilu pada
tahapan penetapan
partai politik sebagai
calon peserta
pemilu tahun 2024

3 DUKUNGAN INDEKS KEPATUHAN Rapat koordinasi
MANAJEMEN DALAM PENYUSUNAN pembahasan PKPU
PRODUK HUKUM nomor 4 tahun 2022
Sosialisasi
perbawaslu nomor 3
tahun 2022

rapat persiapan
fasilitasi perbawaslu
nomor 8 tahun 2022
evaluasi
pengelolaan JDIH
pada tahapan
pemilu serentak
tahun 2024
4 KUALIFIKASI Audinesi dengan

KETERBUKAAN Komisi Informasi

INFORMASI PUBLIK NTB terkait MoU
keterbukaan
informasi publik
Sosialisasi
keterbukaan
informasi publik dan
pengelolaan media
massa
Sosialisasi
peningkatan
pengelolaan PPID

5 INDEKS SISTEM

PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK

(SPBE)




NILAI
REFORMASI BIROKRASI

EVALUASI

Rapat evaluasi
program kerja SDM
tahun 2021 dan
sinkronisasi prgram
dan anggaran SDM
tahun 2022

Rapat koordinasi
penyusunan usulan
dana hibah
pemilihan bupati
dan wakil bupati dan
walikota dan wakil
walikota tahun 2024
Pelantikan dan
pengambilan
sumpah/janji pejabat
administrator dan
pengawas di
lingkungan bawaslu
Rapat pleno
pemetaan
manajemen risiko
Bimbingan teknis
manajemen risiko
Rapat koordinasi
persiapan dan
identifikasi masalah
dalam rekrutmen
pembentukan
panwaslu
kecamatan pemilu
2024

Sosialisasi pedoman
pelaksanaan
pembentukan
panwaslu
kecamatan pemilu
2024

Rapat evaluasi
pendaftaran
rekrutmen panwaslu
kecamatan
kabupaten/kota se-
NTB

Pelantikan dan
pengambilan
sumpah/janji pejabat



administrator dan

bawaslu prov ntb

PAW di lingkungan

Bimbingan teknis

penyelesaian
sengketa proses
pemilu
Pelantikan dan
pengambilan

sumpah/janji PAW
anggota Bawaslu

prov ntb

2.2.1 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Bawaslu yang hendak dicapai oleh Bawaslu Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 telah dijelaskan pada bagian sebelumnya,
untuk mencapai sasaran strategis tersebut banyak yang harus dilakukan oleh
jajaran Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi hingga kepada jajaran Bawaslu
Kabupaten/Kota. Dengan adanya SOTK terbaru Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan tugas dan fungsi dari setiap bagian
memiliki peran penting untuk dapat mencapai sasaran strategis yang telah
disusun dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat
undang- undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan
pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan
partisipatif. Untuk itu Bawaslu mengembangkan suatu pola dan metode
pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan
bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (electoral risk
management) yang didasarkan pada Indeks Kerawan Pemilu. Pendekatan ini
akan ditunjang oleh penerapan system koordinasi dan supervisi yang akan
dilakukan oleh pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu,
sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran

Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu. Bawaslu juga menyadari bahwa



ungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam

melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan
demokrasi  substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan
prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu
sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan
partisipatif menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan hal ini, fungsi dan
peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas
pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan mereka menjadi
agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun
mendatang.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu
hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu. Pengalaman
dalam pengawasan Pemilu, penegakkan hukum, maupun penyelesaian
sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan Kkualitas
penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem
pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbaharui. Sistem
pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan
kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
dalam pengawasan Pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik

baik pengawasan Pemilu di dunia internasional.
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AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 pada
dasarnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai
sasaran Renstra 2020-2024 Bawaslu RI. Pengukuran tingkat capaian kinerja
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat
tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja
(performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai
(performance result). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi
keberhasilan atau ketidak berhasilan terhadap sebuah sasaran.
Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk
melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan
datang. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Bawaslu Provinsi Nusa
Tenggara Barat sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan yang demokratis,
bermartabat dan berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaksanaan Pemilu yang demokratis adalah tujuan dari keberadaan
lembaga pengawas yang independen dan berintegritas. Evaluasi dan analisis
capaian kinerja Bawaslu berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu
Meningkatnya kualitas penyelenggara pengawasan pemilu oleh Bawaslu
Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc. Dalam mencapai Sasaran
Strategis tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat
indikator sasaran strategis untuk dapat mengukur capaian kinerja Bawaslu
selama tahun 2022. Adapun indikator-indikator sasaran strategis sebagai
berikut:

Tabel 3.1 Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya  ketepatan Indeks Demokrasi N/A
dan kesesuaian kegiatan Indonesia( Aspek hak-




pencegahan dan
pengawasan pemilu, serta
peran serta masyarakat
dalam pengawasan pemilu
partisipatif

Meningkatnya kualitas
penindakan pelanggaran
pemilu dan penyelesaian

sengketa proses pemilu

Terwujudnya Kajian dan
Produk Hukum serta
Layanan Bantuan Hukum
yang Berkualitas

Terbangunnya sistem
teknologi informasi yang
terintegrasi, efektif,

transparan dan aksesibel

Meningkatnya kualitas SDM
dan tata kelola organisas
yang professional dan sesuai
dengan prinsip tata
pemerintahan yang baik,
bersih dan modern

hak politik variabel hak
memilih dan dipilih
Indikator Hak memilih
dan dipilih terhambat
serta
ketiadaan/kekurangan
fasilitas sehingga
penyandang cacat
tidak dapat
menggunakan hak

pilih)

Indeks Demokrasi
Indonesia (Aspek
Lembaga Demokrasi
Variabel Pemilu yang
bebas dan adil
Indikator Netralitas
Penyelanggara Pemilu
dan Kekurangan dalam
perhitungan Suara)

Indeks Kepatuhan
Dalam Penyusunan
Produk Hukum
(Predikat)

Kualifikasi Keterbukaan
Informasi Publik
(Predikat)

Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

Nilai Evaluasi
Reformasi Birokrasi

N/A

100

100

N/A




3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.2 Analisis Capaian Kerja

SASARAN INDIKATOR TARGE CAPAIAN
STRATEGIS KINERJA T REALISASI %
Meningkatnya Indeks Demokrasi 82,5 N/A -

ketepatan dan Indonesia( Aspek

kesesuaian hak-hak politik
kegiatan variabel hak memilih
pencegahan dan dipilih Indikator
dan Hak memilih dan
pengawasan dipilih terhambat

pemilu, serta

peran serta
masyarakat
dalam

pengawasan

pemilu
partisipatif

Meningkatnya

kualitas
penindakan

pelanggaran

pemilu dan

penyelesaian

sengketa

serta
ketiadaan/kekuranga
n fasilitas sehingga
penyandang cacat
tidak dapat
menggunakan hak

pilih)

Indeks Demokrasi 73,35
Indonesia (Aspek

Lembaga Demokrasi

Variabel Pemilu yang

bebas dan adil

Indikator Netralitas
Penyelanggara

proses pemilu Pemilu dan

Terwujudnya

kajian dan
produk

hukum serta

layanan
bantuan

hukum yang

berkualitas

Terbangunny

a sistem
teknologi
informasi
yang
terintegrasi,

Kekurangan dalam
perhitungan Suara)

Indeks Kepatuhan Sedang
Dalam Penyusunan

Produk Hukum

(Predikat)

Kualifikasi Informati
Keterbukaan f
Informasi Publik

(Predikat)

Indeks Sistem 2.2
Pemerintahan

Berbasis Elektronik

(SPBE)

N/A

Baik

Informatif

1,88

100

100

85,4




efektif,
transparan
dan aksesibel

Meningkatnya
kualitas SDM
dan tata
kelola
organisas
yang
professional
dan sesuai
dengan
prinsip tata
pemerintahan
yang baik,
bersih dan
modern

Nilai Evaluasi
Reformasi Birokrasi

70

N/A




Sasaran Strategis |

Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian kegiatan Pencegahan
dan Pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam
pengawasan pemilu partisipatif Indikator Indeks Demokrasi Indonesia
(Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih, indikator hak
memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/ kekurangan fasilitas
sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih).

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, bahwa tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu
berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilu/pemilihan, baik pada masa
sebelum tahapan, pelaksanaan tahapan, dan paska tahapan. Tahun 2022,
Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada periode nontahapan
pemilu dari Bulan Januari hingga Mei 2022, dalam arti Bawaslu tidak
sedang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengawasan yang
terfokus pada tahapan pemilu maupun pemilihan, sedangkan tahapan
pemilu 2024 dimulai sejak 14 Juni 2022.

Bawaslu sebagai pengawas penyelenggara pemilu harus mampu
meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu yang ideal
dan demokratis. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bawaslu
Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan program-program yang telah
dicanangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu tahun 2020-2024
melalui beberapa kegiatan, seperti pembinaan, koordinasi, fasilitasi,
pencegahan, pengawasan partisipatif, supervisi, monitoring dan evaluasi,
serta pelaporan dalam mempersiapkan masa tahapan pemilu dan
pemilihan tahun 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2022, sasaran strategis yang berkaitan dengan
kinerja pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu/pemilihan adalah

sebagai berikut:




Tabel 3.3 Sasaran Strategis ke-1 Perkin Ketua Bawaslu Provinsi NTB 2022

Sasaran Indikator Kinerja ~ Target Realisas Capaia
Strategis Kinerj i 2021 n
a Kinerja
Meningkatnya Indeks Demokrasi 85,22 62,88%  73,78%
ketepatan dan Indonesia (Aspek %
kesesuaian hak-hak politik
kegiatan variabel hak memilih
pencegahan dan dipilih, indikator
dan hak memilih dan
pengawasan dipilih terhambat
pemilu, serta serta ketiadaan/
peran serta kekurangan fasilitas
masyarakat sehingga
dalam penyandang cacat
pengawasan tidak dapat
pemilu menggunakan hak
partisipatif. pilih).

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Persentase realisasi kinerja berasal dari Indeks Demokrasi Indonesia
(ID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020. Realisasi kinerja
dipengaruhi beberapa indeks variabel, vyaitu: a) Kebebasan dari
diskriminasi, b) Hak memilih dan dipilih, ¢) Pemilu yang bebas dan adil, d)
Peran partai politik, dan e) Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan
dan pengawasan pemerintahan.

Bawaslu telah menetapkan target pada variabel memilih dan dipilih
sebesar 85,22 dimana terdapat lima indikator dan sebagai pengampun,
yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun demikian, dua
indikator yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu adalah 1) Jumlah
kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat dan 2)
Kejadian ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak
dapat menggunakan hak pilih belum dapat dihitung keberhasilan (kinerja)
dikarenakan IDI 2022 diperkirakan baru akan dirilis pertengahan tahun
2023.

Tabel 3.4 Realisasi Capaian Tahun 2022

Target 2022 Realisasi Tahun Realisasi Tahun Target 2024

2022 2021 (Akhir Renstra)

82,5 N/A (belum dapat 62,88 85,3
terealisasi)




Sasaran strategis ke-1 sejalan dengan misi Bawaslu, vyaitu
meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif
serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Aspek
peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan
kualitas pengawasan untuk menanggulangi potensi pelanggaran
pemilu/pemilihan. Adapun realisasi pencapaian target kinerja sasaran
strategis tersebut dilaksanakan oleh Bagian Pengawasan Divisi
Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu

Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dapat dikatakan
sebagai tahap awal dalam keberhasilan penyelenggaraan
pemilu/pemilihan. Pemutakhiran DPB menjadi penting sebagai upaya
awal dan terencana dalam melakukan perbaikan data secara terus-
menerus. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memfokuskan
pengawasan menjaga kualitas data dan daftar pemilih secara
berkelanjutan untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir,
dan komprehensif yang akan digunakan sebagai basis data/Daftar
Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu/pemilihan tahun 2024.

Pemutakhiran DPB terdiri dari beberapa variabel/kategori yang
bertujuan untuk memperbaharui data pemilih, seperti memasukkan
pemilih memenuhi syarat (MS) atau potensi pemilih baru yang belum
terdaftar, mencoret/ menghapus pemilih tidak memenuhi syarat (TMS),
dan memperbaiki elemen data pemilih yang berubah atau terdapat
kesalahan administrasi kependudukannya. Pemutakhiran DPB
dilakukan jajaran KPU dengan sistem periodik melalui rapat koordinasi
dan rapat rekapitulasi pemutakhiran setiap bulan secara internal, setiap
tiga bulan (triwulan) dan setiap enam bulan (semester) bersama
stakeholder terkait. Kegiatan pengawasan PDPB dilakukan pada Bulan

Januari s.d September 2022.




Tabel 3.5 Rekapitulasi Pemutakhiran DPB September 2022

o | o Pemnthum;::‘iﬁ:mglehm?":ruPemnih JuTnPﬂsah gﬂfﬁ'ﬁ
L | T e e PP nin | T cen Sein
Dari ThI |Darl Palri

1(BIMA 18| 191 | o84 . . . .| 6676|687 %4 | 370543
2 |[DoMPU 8 |81 |4m| 9357 . . .| oes| 10323| 38|  288| 2210 .| 53 an | 169808
3 [KOTABIMA 5 | a1 | am | 12234 . . .| 2300| 14644/ 15507 A 2es .| 476 | 10722
4 |KOTAMATARAM | 6 | 50 | 725 | 14516 . . | 235| 16861 782 | - | 158 725 | 311420
5 |LOMBOK BARAT | 10 | 122 | 2200 | 39,926 . . .| 10979| 50905| 3412| 2530| o .| 7674 2730 | 47212
8 |LOMBOK TENGAH | 12 | 139 | 2032 | 8159 . . . e - | 1e12 032 | 7557
7|LOMBOKTMUR |21 | 254 3838 | 74 . 4 | 124049 | 124127 14,832 8| 4952 | 120983 4 839 | 920029
8 |LOMBOKUTARA | 5 | 43 | 697 | 2095 . . | asre| 70m 2,541 87 | 17801
9 |SUMBAWA 24 | 165 | 1010 | 3523 . . . .| 352 1010 | 337209
10|SUMBAWABARAT| 8 | 64 | 291 | 1,887 . . | am| 23 w1 | 95532
TOTAL  |117|1150|12720| 91,791 . 4 - | 152,805 | 244,600 13250 | 3,702,571




Berdasarkan tabel di atas, rekapitulasi PDPB tahun 2022 berjumlah
3.702.571 pemilih yang terdiri dari 1.826.422 pemilih laki-laki dan
1.876.149 pemilih perempuan. Dalam melaksanakan fungsi
pengawasan PDPB, terdapat beberapa hambatan/kendala, vyaitu
sebagai berikut:

1) Pelaksanaan rapat koordinasi setiap bulan masih dilaksanakan
secara internal olen KPU. Hal ini membuat kerja pengawasan
menjadi tidak maksimal, karena Bawaslu hanya menerima berita
acara (BA) hasil rekapitulasi di awal bulan berjalan tanpa ada data
by name by address pemutakhirannya, sehingga tidak dapat
dilakukan pencermatan atau uji petik faktual di lapangan;

2) Sulit mendapatkan data pemutakhiran dari stakeholder, misal data
kependudukan dari Disdukcapil yang dikonsolidasikan setiap enam
bulan;

3) Belum semua KPU Kabupaten/Kota yang mencantumkan data
pemilih disabilitas dalam BA dan lampiran hasil rekapitulasi
pemutakhiran DPBnya.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala di atas, Bawaslu Provinsi

Nusa Tenggara Barat melakukan hal sebagai berikut:

1) Memberi himbauan dan saran perbaikan kepada jajaran KPU dalam
proses pemutakhiran, baik dari aspek teknis, prosedural, dan
substansi pemutakhiran, sebagai upaya pencegahan terhadap
pelanggaran;

2) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder agar proses
pencegahan dan pengawasan dapat lebih maksimal dengan
melibatkan banyak pihak, sehingga daftar pemilih yang dihasilkan
dapat valid, mutakhir, dan komprehensif;

3) Meningkatkan sosialisasi terhadap kelompok rentan seperti pemilih
disabilitas dalam memberi masukan/tanggapan terkait pemutakhiran
DPB dan pendataan sebagai pemilih MS untuk menjamin hak-hak

politiknya.




2. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Secara tegas, undang-undang pemilu memerintahkan Bawaslu untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan
pelanggaran dan pengawasan partisipatif. Kehadiran pengawasan
masyarakat yang masif akan memberi efek psikologis bagi peserta pemilu,
penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, stakeholder, dan masyarakat
pemilih, untuk menghindari melakukan pelanggaran pemilu maupun
pemilihan.

Dalam rangka menjalankan mandat tersebut, Bawaslu Provinsi NTB
hadir dan mendekatkan diri dengan masyarakat untuk menanamkan
pengetahuan dan keterampilan bagaimana mengawal demokrasi, serta
membangun kesadaran pengawasan partisipatif di seluruh lapisan
masyarakat.

Pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan

pengawasan partisipatif dengan berbagai pihak terkait yang terdapat di

wilayah Provinsi NTB, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Partisipatif Tahun 2022

1  17/02/2022

2 07/06/2022

3  23/06/2022

4  07/07/2022

5  14/07/2022

6 29-30/07/22

7  6-7/10/2022

8 19-20/11/22

Sosialisasi Partisipatif dengan
Perguruan Tinggi dan
Penandatangan MoU Pengawasan
Partisipatif

Sosialisasi Pengawas Pemilu
Bersama Tokoh Agama

Sosialisasi Pengawas Pemilu
Bersama OKP

Sosialisasi Pengawas Pemilu
Bersama Perangkat Desa

Sosialisasi Mitigasi Tahapan
Pemilu 2024

Pengembangan Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Pengawasan Pemilu
Sosialisasi Pengawas Pemilu
Bersama OKP

Sosialisasi Pengawasan Pemilu
Partisipatif dengan Lingkungan

Hotel Fave Mataram

Hotel Lombok
Garden Mataram

Hotel Lombok
Astoria Mataram

Hotel Same
Mataram

Hotel Fave Mataram

Hotel Jayakarta
Lombok Barat

Hotel Grand Madani
Mataram

Hotel Lombok
Garden Mataram



Akademik

9 24/11/2022 Deklarasi Desa Anti Politisasi Kantor Desa
SARA Lingsar, Kab.
Lombok Barat
10 05/12/2022 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Hotel Lombok Raya
Partisipatif dan Netralitas ASN Mataram
11 14/12/2022 Deklarasi Desa Anti Politik Uang Kantor Desa Kuta,
Kab. Lombok
Tengah

Kegiatan pengawasan partisipatif dimaksudkan karena Bawaslu tidak
dapat menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan secara maksimal
tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Bawaslu ingin memberikan ruang
bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk terlibat aktif dalam
proses pengawasan pemilu. Disamping itu kegiatan-kegiatan pengawasan
partisipatif bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan pemilu serta
partisipasi publik;

b. Menurunkan apatisme politik yang marak terjadi di kalangan pemuda
dan memberikan pendidikan politik mengenai demokrasi, pemilu,
dan pengawasan pemilu;

c. Memberikan ruang bagi pemuda sebagai generasi penerus bangsa
untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi;

d. Memberikan sosialisasi dan kesadaran kepada masyarakat akan
pentingnya menggunakan hak pilih, berpartisipasi dalam tahapan
pemilu untuk memberikan pengetahuan dinamika politik elektoral di
Indonesia;

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan politik bagi
masyarakat dari berbagai kelompok untuk memberikan pemahaman
yang lebih komprehensif tentang pentingnya pemilu bagi demokrasi
bangsa.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan

partisipatif, diantaranya adalah:



1) Kurangnya data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif mengenai
kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, sehingga kesulitan
menentukan sasaran kegiatan;

2) Kurangnya akses bagi penyandang disabilitas dalam menyampaikan
aspirasi di wilayah publik, sehingga kebutuhan mereka terkadang
tidak diketahui, termasuk pelayanan hak politiknya;

3) Kurangnya sosialisasi terhadap kelompok rentan karena masih
dianggap sebagai kaum marjinal yang terlupakan hak-hak politiknya.
Dalam menghadapi hambatan yang ada, Bawaslu Provinsi NTB akan

berupaya menaikkan capaian kinerja di tahun mendatang dengan

melakukan beberapa langkah berikut:

1) Berkoordinasi intens dengan stakeholder, seperti Pemerintah
Daerah, Dinas Sosial, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
terkait data penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya,;

2) Merekomendasikan kepada stakeholder pemilu agar dapat
memfasilitasi peran serta penyandang disabilitas, agar dapat
menyalurkan hak-hak politiknya;

3) Meningkatkan sosialisasi kepemiluan dan partisipasi politik
kelompok rentan untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan

pemilu/pemilihan.

3. Kegiatan Hubungan Antarlembaga

Kegiatan hubungan antarlembaga (hubal) Bawaslu Provinsi NTB di
tahun 2022 mengalami peningkatan setelah pada tahun 2021 lebih
didominasi dengan rancangan (planning) tentang inisiasi kerjasama dengan
berbagai elemen masyarakat. Peran hubal pada dasarnya adalah untuk
memfasilitasi bentuk kerjasama antar lembaga atau dengan kelompok
masyarakat melalui audiensi, penandatanganan nota kesepahaman
bersama (MoU) dan perjanjian kerjasama dalam upaya meningkatkan
kinerja, sinergitas dan mitra strategis Bawaslu untuk melaksanakan tupoksi
dalam tahapan pemilu 2024.

Sepanjang tahun 2022, hubal Bawaslu Provinsi NTB telah bekerja sama



dengan stakeholder

pelaksanaan pengawasan partisipatif, tidak hanya dengan

pemerintah, namun

maupun

juga mencakup

pihak eksternal

lembaga/organisasi

lainnya mengenai

lembaga

berbasis

komunitas, pendidikan, profesi (seperti perangkat desa dan wartawan)

maupun ormas untuk memperluas jangkauan mitra strategis sekaligus

jejaring pengawas partisipatif.

Berikut adalah daftar Memorandum of Understanding (MoU) yang telah

disepakati Bawaslu Provinsi NTB dengan pihak eksternal dalam rangka

meningkatkan pengawasan partisipatif:

Tabel 3.7 Pelaksanaan MoU Bawaslu Provinsi NTB Tahun 2022

Tanggal 17 Februari 2022
1 001/HM.02.00/K.NB/2/2022
2 002/HM.02.00/K.NB/2/2022

3 003/HM.02.00/K.NB/2/2022

4  004/HM.02.00/K.NB/2/2022

5 005/HM.02.00/K.NB/2/2022

6 006/HM.02.00/K.NB/2/2022

7 007/HM.02.00/K.NB/2/2022

Tanggal 14 April 2022
8 10A/HM.02.00/K.NB/4/2022

Tanggal 7 Juli 2022

Universitas Mataram

Universitas Islam
Negeri Mataram

Universitas
Muhammadiyah
Mataram
Universitas
Nahdlatul Wathan
Mataram

Institut Agama
Hindu Negeri Gde
Pudja Mataram
Universitas
Pendidikan
Mandalika Mataram
Universitas
Nahdlatul Ulama
NTB

Komisi Informasi
Provinsi NTB

Pengawasan
Partisipatif
Pemilu di
Lingkungan
Perguruan
Tinggi

Penyelenggaran
Pemilu dan
Pemilihan
Kepala Daerah
dengan Prinsip
Keterbukaan
Informasi Publik



9 011/HM.02.00/K.NB/7/2022 Persatuan Peningkatan

Perangkat Desa Pengawasan

Indonesia (PPDI) Partisipatif di

Provinsi NTB Lingkungan
Desa serta
Pembentukan
Desa
Pengawasan,
Anti Politik
Uang, Politisasi
SARA, dan
Hoaks

Tanggal 5 Desember 2022

10 022/HM.02.00/K.NB/12/2022 JMSI (Jaringan Pengawasan
Media Siber Partisipatif di
Indonesia) NTB Media Siber

Selain melakukan kerja sama dalam bentuk MoU, Bawaslu Provinsi
Nusa Tenggara Barat juga melakukan kegiatan audiensi atau dengar
pendapat yang merupakan salah satu kegiatan hubal untuk memfasilitasi
hubungan kelembagaan antara Bawaslu dengan stakeholder maupun
masyarakat umum dalam menyampaikan aspirasi, program Kkerja,
masukan, kritik, hingga planning untuk melakukan perjanjian kerjasama.

Selama periode 2022, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah
melakukan kegiatan audiensi dengan banyak pihak dengan topik bahasan
dalam kerangka kepemiluan, sosial-politik, kemasyarakatan, pencegahan

dan pengawasan pemilu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pelaksanaan Kegiatan Audiensi Tahun 2022

N Waktu Pihak Eksternal Perihal
©)
1 7 Februari Universitas Penyusunan Naskah MoU
2022 Muhammadiyah Pengawasan Pemilu di
Mataram Lingkungan Perguruan Tinggi
2 7 Februari Universitas Islam
2022 Negeri Mataram
3 10 Februari Institut Agama Hindu
2022 Negeri Gde Pudja
Mataram
4 8 Februari Universitas Pendidikan
2022 Mandalika Mataram
5 8 Februari Universitas Nahdlatul

2022 Ulama NTB




10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

9 Februari
2022

9 Februari
2022

21 Februari
2022

22 Februari
2022
5 April 2022

15 Juni 2022

27 Juni 2022

1 Agustus
2022

22 Agustus
2022

30 Agustus
2022

5 September

2022

8 September

2022

9 September

2022

28
September
2022

30
September
2022

4 Oktober
2022

6 Oktober
2022

11 Oktober
2022

Universitas Nahdlatul
Wathan
Universitas Mataram

PPUAD NTB
(Organisasi
penyandang disabilitas)

Komisi Informasi NTB
FISIPOL Universitas
Muhammadiyah

Mataram
BEM FH Unram

KAMMI NTB

Polda NTB
PKC PMII Bali Nusra

Gerakan Mahasiswa
Kristen Indonesia dan
DPM Unram
Perludem

DPM Unram

FORMASI Fakultas
Hukum Unram

PD KMHDI NTB
(Mahasiswa Hindu
Dharma)

Lembaga Studi Visi
Nusantara

Netfid Provinsi NTB

Komisi | DPRD Bali

Danrem 162/Wira
Bhakti

Jaminan Kesetaraan Hak
Politik, Aksesibilitas TPS dan
Surat Suara, serta Program
Bawaslu NTB

Penyusunan Naskah MoU
Keterbukaan Informasi Publik
Pembentukan Perjanjian
Kerjasama dalam Bidang
Akademik

Tahapan Pemilu 2024 dan
Program Bawaslu dalam
Menghadapi Pemilu 2024
Kunjungan Kelembagaan,
Sosialisasi Launching Balai
Pemilu, Referensi SKPP
Koordinasi Pembentukan
Sentra Gakkumdu
Koordinasi Pemantau Pemilu
2024

Koordinasi Pemantau Pemilu
Tahun 2024 dan Kunjungan
Kelembagaan

Riset Tata Kelola Bantuan
Keuangan Negara Untuk
Partai Politik

Strategi Pengawasan dan
Pelaksanaan Pemira Di
Unram

Sosialisasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Kegiatan FH
Unram Terkait Penegakan
Hukum Pemilu

Koordinasi Pemantau Pemilu
dan Strategi Pengawasan
Pemilu 2024

Koordinasi Pemantau Pemilu
dalam Hal Politik Uang,
Politisasi SARA, Pelibatan
Anak di Bawah Umur dalam
Kampanye, dan Disinformasi
Koordinasi Pemantau Pemilu
dan Strategi Pengawasan
Dana Kampanye Pemilu 2024
Strategi Pengawasan Pemilu
di Ruang Siber dan Mengatasi
Disinformasi

Netralitas TNI dan Dukungan
Keamanan Dalam Pemilu



2024
24 27 Oktober Kapolda NTB Pelaksanaan Pemilu 2024 dan
2022 Koordinasi Pembentukan
Sentra Gakkumdu
25 7 November  Gubernur Provinsi NTB  Kesiapan Pelaksanaan Pemilu
2022 dan Pilkada Serentak Tahun
2024

Selain kerja sama dalam bentuk MoU dan kegiatan audiensi, Bawaslu
Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melaksanakan kegiatan hubal lainnya,

yaitu:

Tabel 3.9 Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Antarlembaga Lainnya

N  Waktu dan Pihak Eksternal Perihal Tujuan
o] Nama
Kegiatan
1 7 Juni 2022 Organisasi Sosialisasi Menyampaika
— Deklarasi Masyarakat pengawasa n peran
Organisasi  berbasis n partisipatif penting
Keagamaan keagamaan pemuka
(Muhammadiyah, agama dalam
Nahdlatul Ulama, menjadikan
Nahdlatul Wathan, pemilu damai
Persekutuan dan
Gereja-Gereja meminimalisir
Indonesia, Majelis politisasi
Tinggi Agama SARA dan
Konghuchu, tidak
Pewakilan Umat menggunakan
Buddha Indonesia, politik
Persatuan Hindu identitas.

Dharma Indonesia,
dan Dekenat NTB

(Katholik)

2 5 Perwakilan OPD Sosialisasi Melakukan
Desember Provinsi NTB netralitas pencegahan
2022 - ASN dalam
Deklarasi menimalisir
Netralitas pelanggaran
ASN netralitas ASN

yang cukup
marak terjadi
pada saat

pelaksanaan
pemilu, untuk
bersikap netral




dan tidak
terlibat dalam
politik praktis.

3  Program Mahasiswal/l dari Praktik Kerja sebagai
Magang jurusan ilmu Nyata, bentuk
Mahasiswa/ pemerintahan, penelitian, implementasi
i manajemen, KKN dari MoU yang

sosiologi, dan ilmu Tematik, telah
komunikasi UIN Pendidikan  ditandatangani
Mataram, dan oleh Bawaslu
Universitas keterampila NTB dan pihak
Muhammadiyah n tupoksi kampus
Mataram Bawaslu

dan

pengawasa

n partisipatif

Realisasi kinerja melalui kegiatan-kegiatan di atas menggambarkan
bahwa tupoksi Bawaslu Provinsi NTB tidak dapat optimal tanpa adanya
dukungan dari stakeholder dan lembaga vertikal di atasnya. Bukan hanya
kinerja jajaran pengawas saja tetapi juga peran aktif kelompok masyarakat
yang dapat menjadi mitra strategis dalam membumikan pengawasan
partisipatif.

Meskipun memiliki sasaran strategis yang sama, namun periode
tahapan dan nontahapan yang berbeda, capaian kinerja tahun 2022 sudah
dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
Pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19, adanya irisan tahapan
pemilu dan pemilihan tahun 2024, kapasitas jajaran pengawas dengan
tantangan teknologi informasi, dan sasaran kegiatan yang belum
terakomodir seluruhnya, terutama kelompok rentan dalam pemilu menjadi
beberapa poin tantangan yang harus diatasi di masa mendatang.

Berikut perbandingan capaian kinerja penyelenggaraan pengawasan
pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat antara tahun 2021 — 2022:




Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 — 2022

Sasaran Indikator Kinerja Periode Program Kegiatan Target Realisasi Capaian
Strategis Kinerja

1 2021 Meningkatnya 1. Indeks Demokrasi Nontahapan Penyelengga 1.Pengawasan Daftar 85,22 62,88% 73,78%
ketepatan dan Indonesia (Aspek Pemilu/Pemi- raan pemilu Pemilih Berkelanjutan %
kesesuaian hak-hak politik lihan dalam proses (PDPB);
kegiatan variabel hak konsolidasi 2. SKPP Tingkat Dasarr,
pencegahan dan memilih dan dipilih, demokrasi. Training of Trainer (ToT)
pengawasan indikator hak SKPP, Tingkat
pemilu, serta memilih dan dipilih Menengah dan Tingkat
partisipasi terhambat serta Lanjut (total 129 peserta
masyarakat ketiadaan/ lulus/kader); dan
dalam kekurangan fasilitas 3. Sosialisasi Pengawasan
pengawasan sehingga Partisipatif;
pemilu penyandang cacat 4. Webinar Pengawasan
partisipatif. tidak dapat Partisipatif;

menggunakan hak 5. Pojok Pengawasan.

pilih).




2

2022

Meningkatnya
ketepatan dan
kesesuaian
kegiatan
pencegahan dan
pengawasan
pemilu, serta
partisipasi
masyarakat
dalam
pengawasan
pemilu
partisipatif.

Indeks Demokrasi
Indonesia (Aspek hak-
hak politik variabel
hak memilih dan
dipilih, indikator hak
memilih dan dipilih
terhambat serta
ketiadaan/
kekurangan fasilitas
sehingga penyandang
cacat tidak dapat
menggunakan hak

pilih).

Nontahapan
Pemilu/Pemi-
lihan (Januari
— 13 Juni
2022)

Tahapan
Pemilu/pemili
han 2024 (14
Juni — 31
Desember
2022)

Penyelengga
raan pemilu
dalam proses
konsolidasi
demokrasi.

1.Pengawasan Daftar 82,5%
Pemilih Berkelanjutan
(PDPB);

2.Pengembangan Pusat
Pendidikan dan Pelatihan
Pengawas Partisipatif;

3.Sosialisasi Pengawasan
Partisipatif;

4.Hubungan Antarlembaga;

5.Tindakan Pencegahan
Tahapan Pemilu 2024;

6.Indeks Kerawanan
Pemilu (IKP) tahun 2024.

N/A




Sasaran Strategis Il

Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan
penyelesaian sengketa proses pemilu
Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel
Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelanggara Pemilu
dan Kekurangan dalam perhitungan Suara)

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana
kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna mewujudkan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang demokratis, maka dibutuhkan lembaga Pengawas
Pemilu yang disebut sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi
Nusa Tenggara Barat. Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia yang dibentuk
memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam rangka melaksanakan
pengawasan Pemilu di wilayah provinsi memiliki peranan penting yang
diharapkan dapat mewujudkan Pemilu yang demokratis.

Secara garis besar Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat bertugas
mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
Provinsi. Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi NTB juga menjadi lebih
kuat karena memiliki wewenang menyelesaikan sengketa pemilihan.
Bawaslu Provinsi NTB juga dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu
melalui pencegahan dan penindakan pelanggaran, dimana penanganan
pelanggaran dan penyelesaian seng